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Perihal ¢ Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Kecuangan Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun
2024

Yth. Bupati Labuhanbatu
Di
Rantauprapat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2024 yang terdiri atas
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan

Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem
pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Kecuangan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian, disajikan sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan '

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara,
di antaranya:

a. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai ketentuan, yang mengakibatkan
kelebihan pembayaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp
Rpl141.844,450,00 serta Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih tinggi sebesar
Rp647.781.583,00 pada LRA;

b. Kekurangan volume dan mutu atas lima paket pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang mengakibatkan kelebihan pembayaran
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp2.190.760.488,81 dan realisasi



Belanjn  Modnl Jalan, Jaringan, dan Irigesi disajikan lebih tinggi scbesar
Rp2.190.760.488,81 padn LRA serta potensi kelebihan pembayatan scbesar
Rp90.392.602,48; dan

¢. Pengelolaan Asct Tetap belum tertib, yang mengakibatkan potensi risiko kehilangan
dan/atau penyalahgunaan atas Asct Tetap Tanah yang dikuasai olch pihak lain dan
belum memiliki dokumen kepemilikan minimal scbesar Rp342.957.120,00 serta
Asct Tetap Peralatan dan Mesin yang dikuasai olch pihak lain dan tidak diketahui
keberadaannya sebesar Rp261.950.000,00.

Berdasarkan Kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merckomendasikan kepada Bupati
Labuhanbatu, antara lain agar memerintahkan:

a. Sckretaris Daerah sclaku Pengelola Barang meclakukan pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan barang milik dacrah (BMD));

b. Kepala Badan Pengelola Kcuangan dan Aset Dacrah selaku Pejabat Penatausahaan
Barang membantu Pengelola Barang melakukan pengawasan dan pengendalian atas
pengelolaan BMD;

c. Kepala Dinas PUPR:

1) Melakukan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan di satuan
kerja yang dipimpinnya;

2) Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen mengendalikan kontrak dan
melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang diserahterimakan;

3) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.190.760.488,81 sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah;

4) Memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pada termin berikutnya
sebesar Rp90.392.602,48;

d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait:

1) Selaku Pengguna Barang melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya
melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian atas BMD yang berada di

bawah penguasaannya;

2) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pertanggungjawaban
pembayaran Belanja Barang dan Jasa;

3) Menginstruksikan:

a) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) terkait memverifikasi
bukti pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa;

b) Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD melakukan perhitungan dan
pembayaran atas realisasi Belanja Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku; dan

4) Memproses kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa sebesar
Rpl41.844.450,00 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
menyetorkan ke kas daerah.



Untuk jelasnya, kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan
Nomor 64.A/LHP/XVIILMDN/05/2025 dan Nomor 64.B/LFHP/XVIII.MDN/05/2024,

bertanggal 23 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjclasan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK sclambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari

setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Labuhanbatu, kami ucapkan terima kasih.

Paula Henry Simatupang, S.E., M.Si,, Ak., CA, CFra,
CPA (Aust);CSEA;ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP
NIP 197301111998031001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Labuhanbatu.



